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— POJOK IDE —

Kemenkes: Penyakit limfoma berpeluang sembuh 90% 
jika berhasil dideteksi secara lebih dini.
Ingat pula pesan WHO: 30-50% kematian akibat kanker dapat 
dicegah dengan perilaku hidup sehat.

Pemerintah akan tata ulang Museum Nasional 
pascakebakaran.
Jangan lupakan sejarah peradaban.

Pemimpin Umum: Rio Abdurachman
Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Djaka Susila

— TAJUK —

Ketidakpastian Global dan 
Kebijakan Suku Bunga 

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia 
(BI) mempertahankan  BI 7-Day Reverse Repo 
Rate (BI7DRR) sebesar 5,75%, suku bunga de-

posit facility  sebesar 5%, dan suku bunga  lending 
facility  sebesar 6,5%. Hal ini bertujuan menjaga 
nilai tukar rupiah dan inflasi sekaligus menganti-
sipasi dampak rambatan dari ketidakpastian pasar 
keuangan global. 

Dalam RDG kemarin, Gubernur BI Perry War-
jiyo menilai, ketidakpastian pasar keuangan global 
meningkat. Hal tersebut ditandai indeks mata uang 
dolar AS terhadap mata uang lainnya terus menguat, 
yang sudah di atas level 105,4 dan bakal diprediksi 
menembus 106.

Imbasnya, aliran modal ke negara berkembang, 
seperti Indonesia lebih selektif. Selain itu, tekanan 
nilai tukar di negara berkembang meningkat. Atas 

dasar itu, diperlukan 
penguatan respons kebi-
jakan untuk memitigasi 
risiko rambatan global 
tersebut, termasuk di 
Indonesia. Salah satu-
nya dengan menahan 
suku bunga acuan.  

Dari sisi inf lasi, BI 
memastikan kebijakan 
moneter bisa menjaga 
inflasi tetap rendah dan 
terkendali dalam kisa-
ran sasaran 3% plus 
minus 1% tahun 2023 
dan 2,5% plus minus 1% 
pada 2024. Sementara 
itu, BI mempertahan-
kan proyeksi pertumbu-
han ekonomi Indonesia 
2023 berkisar 4,5-5,3%. 

Ke depan, BI melihat 
ruang penurunan suku 
bunga makin sempit, 
lantaran ketidakpas-
tian global masih sangat 
tinggi. Alasannya jelas, 

bank sentral Amerika Serikat (AS), The Federal Re-
serve (The Fed) masih mempertahankan sikap hawk-
ish hingga tahun 2024, kendati dalam pertemuan 
terakhir menahan suku bunga acuan Federal Funds 
Rate (FFR) di level 5,25-5,5%. 

Atas dasar itu, BI memprediksi The Fed menaik-
kan lagi FFR pada November 2023 sebesar 25 basis 
points (bps). Artinya, puncak suku bunga AS tahun 
ini akan berada di level 5,5-5,75%. 

Sejumlah kalangan menilai, saat ini, tidak ada 
urgensi BI mengubah suku bunga acuan dalam jangka 
pendek, setelah The Fed menahan FFR dalam FOMC 
pekan ini. Sebab, keputusan The Fed bisa membuat 
tekanan ke rupiah berkurang. 

Selain itu, pemerintah dan BI kini menghadapi 
tantangan besar dalam menjaga inflasi, menyusul 
lonjakan harga pangan dan minyak. Agustus 2023, 
kita sudah menyaksikan inflasi merangkak naik, 
didorong kenaikan harga bensin dan beras. 

Pada Agustus 2023, Badan Pusat Statistik (BPS) 
mencatat, inflasi secara tahunan (year on year/yoy) 
mencapai 3,27%, naik dibandingkan bulan sebelumn-
ya sebesar 3,08%. Ke depan, harga minyak ditaksir 
masih tinggi, bahkan bisa menembus US$ 100 per 
barel. Hal ini bisa mendorong kenaikan harga bensin 
nonsubsidi. Adapun harga beras tak kunjung turun. 

Melihat kondisi global dan perkembangan do-
mestik, keputusan BI menahan suku bunga acuan 
di level 5,75% sudah tepat, karena ketidakpastian 
global masih tinggi dan inflasi berpotensi mening-
kat, didorong kenaikan harga minyak dan pangan. 

BI kemungkinan baru bisa menurunkan suku 
bunga acuan tahun depan, setelah The Fed perlahan 
memangkas FFR hingga ke level 5,1%. Sebelum hal 
itu terjadi, ada baiknya BI tetap mempertahankan 
suku bunga acuan di level 5,75% seperti sekarang. 

Kebijakan 
BI menahan 
suku bunga 
acuan sudah 
tepat, karena 
ketidakpastian 
global masih 
tinggi dan inflasi 
berpotensi 
meningkat, 
didorong kenaikan 
harga minyak dan 
pangan.

Bahkan, pemahaman hu-
kumnya semakin kurang 
dipahami dalam tataran 
berpikir arah yang hen-
dak dituju dalam penega-

kan hukum pajak. Sekalipun sudah 
diketahui esensi pajak tertuju pada 
cara terbaik mengumpulkan uang 
pajak, tetapi menjadi sulit dilaku-
kan adalah ketika penegakan huku-
mnya tidak memberi kejelasan dan 
kepastian hukum.

 Dalam diskusi kecil dengan 
rekan seprofesi, satu pertanyaan 
sederhana muncul, “Apakah fiskus 
(pegawai pajak) bisa melakukan 
tindakan pemeriksaan bukti per-
mulaan (penyelidikan) jika fiscus 
memiliki data, informasi, laporan 
atau pengaduan berkaitan dengan 
wajib pajak?”

Pertanyaan itu muncul karena 
Pasal 43A UUHPP menjelaskan 
bahwa atas data, dan informasi, 
laporan dan pengaduan (lazim 
disebut IDLP) yang sudah diana-
lisis, dapat ditindaklanjuti dengan 
pemeriksaan, pemeriksaan bukti 
permulaan, atau tidak ditindaklan-
juti. Perdebatan muncul karena ada 
kata ‘atau’, yang dimaknai sebagai 
pilihan boleh memilih tindakan 
pemeriksaan atau pemeriksaan 
bukti permulaan.

Problem Norma
Membaca norma UU tentu 

memiliki makna hukum berbeda 
dengan membaca penjelasan dari 
norma yang mengaturnya. Ketika 
makna penjelasan diketahui ber-
beda dengan makna normanya, 
boleh jadi publik menjadi bin-
gung, mana yang harus dipahami 
dan diikuti. Bahkan, tidak sedikit 
penjelasan norma bertentangan 
dengan norma batang tubuhnya.

Setidaknya dua hal dijelaskan 
Prof Jimly Asshiddiqie (2017: 
135), pertama, penjelasan tidak 
boleh menyebabkan timbulnya 
ketidakjelasan atau kebingungan. 
Kedua, tidak boleh berisi norma 
hukum baru atau berisi ketentuan 
lebih lanjut dari apa yang sudah 
diatur dalam batang tubuh.  

Dari rumusan Pasal 43A, dike-
tahui bahwa tindakan pemeriksaan 
bukti permulaan menjadi langkah 
hukum dapat dilakukan fiskus 
jika diketahui ada indikasi pidana 
pajak dari IDLP yang diperoleh. 

Menguji Arah Pidana Pajak

Keputusan ini sebagai konsistensi kebijakan moneter untuk 
memastikan inflasi tetap rendah dan terkendali dalam 
kisaran sasaran tiga plus minus satu persen pada tahun 
2023 dan 2,5 plus minus satu persen pada 2024.

— DAILY QUOTE —

Persoalan pidana pajak tampaknya terus menjadi diskursus yang tidak pernah usai, 
sekalipun persoalan normanya telah diubah dengan terbitnya UU No 7 tahun 2021 tentang 

Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UUHPP). Kerancuan persoalan utamanya muncul ketika rumusan norma 
Pasal 43A UUHPP sulit dipahami dalam praktik penegakan hukum pajak.

Oleh Richard Burton *)

jumat, 22 september 2023

Perry Warjiyo, Gubernur BI, saat Pengumuman Hasil RDG BI September 2023 
yang memutuskan BI7DDR tetap 5,75 %.

Jika begitu, pertanyaan lanjutan-
nya, bagaimana cara mengetahui 
ada tidaknya indikasi pidana pajak 
jika terhadap wajib pajak tidak 
diperiksa terlebih dahulu?

Pertanyaan itu sepertinya ter-
jawab dengan membaca penjelasan 
bahwa IDLP yang diperoleh fiskus 
akan dilakukan analisis melalui 
kegiatan intelejen. Lagi-lagi mun-
cul problem karena hasil analisis 
seakan disimpulkan sepihak oleh 
fiskus telah ada indikasi pidana 
pajak, lalu dilakukan pemeriksaan 
bukti permulaan. 

Padahal, untuk fair-nya, hasil 
analisis semestinya diklarifikasi 
terlebih dahulu dengan wajib pajak. 
Logika hukumnya menjadi keliru 
jika fiskus menyimpulkan sendiri. 
Itu sebabnya, rumusan norma yang 
mengikat hanya norma batang 
tubuh, rumusan penjelasan bukan 
norma yang mengikat. 

Rumusan norma Pasal 43A 
UUHPP mesti juga dikaitkan den-
gan norma Pasal 29 UUKUP men-
genai lembaga pemeriksaan. 
Bagaimana mungkin setiap 
ada data atau informasi, 
langsung 
dilaku-

k a n 
pemeriksaan bukti permulaan? 
Jika itu yang terjadi, lembaga 
pemeriksaan seakan menjadi tidak 
ada artinya.

Struktur berpikir dalam hukum 
(UU) pajak, selalu didahului tinda-
kan administratif. Setiap ada data 
atau informasi, langkah hukum 
pemeriksaan (bukan pemeriksaan 
bukti permulaan) menjadi tindakan 
utama. Kalau begitu, kata ‘atau’ 
dalam penjelasan Pasal 43A men-
imbulkan kebingungan yang tidak 
sejalan dengan norma batang tu-
buhnya. Jadi, penjelasannya harus 
dibaca secara berurutan, bukan 
pilihan. 

Sikap Kritis
Penegakan hukum (law enfor-

cement) pajak adalah penegakan 
hukum yang memerlukan sikap 
kritis dari norma yang dibaca. Sikap 
kritis mengutamakan penegakan 
hukum administratif akan mem-
beri sikap adil dan pasti dalam 
hukum pajak. Sikap kritis itu juga 
tampak dinyatakan dalam Pasal 
8 ayat (3A) UUHPP supaya wajib 
pajak melakukan pengungkapan 
ketidakbenaran. 

Itu sebabnya, arah penegakan 
hukum pajak menjadi keliru jika 
rumusan norma pidana pajak 
dibaca dan ditafsirkan pada ta-
taran berpikir pidana umumnya. 
Bahkan penulis sering mendengar 
kekeliruan memaknai filosofi pa-
jak karena pajak kerap ditafsirkan 
dengan bertindak cara ‘kekerasan’ 
alias pidana.

Padahal, cara pandang pajak 
adalah cara pandang dengan sikap 
kritis menilai persoalan kewajiban 
pajak, pada kewajiban berpikir 
secara moral. Hukum pajak adalah 

sikap kritis hukum yang bersi-
fat mengutamakan moral, 

bukan pada tataran 
sudut pidana. Cara 

pandang 
pida-

n a 

pa-
j a k 

adalah 
c a r a  p a n d a n g 
memberi denda, 
bukan memberi 

penjara.
Dalam analisis lebih jauh, debat 

terhadap tafsir pidana pajak, mes-
tinya sejalan dengan pandangan 
(cara berpikir) munculnya UU No 1 
tahun 2023 mengenai KUHP baru. 
Cara pandang KUHP baru pun men-
jadi cara pandang pidana modern, 
lebih memanusiawikan seseorang, 
bukan lagi pembalasan (retributif).

Kalau begitu, arah pidana pa-
jakpun mestinya selaras dengan 
arah bagaimana menilai wajib pajak 
dalam kacamata hukum pidana mo-
dern. Terlebih menilai pidana pajak 
adalah menilai bagaimana uang 
pajak harus masuk tanpa membuat 

derita seseorang.
Konsep memungut pajak adalah 

konsep seni yang sejak lama sudah 
diajarkan sebagai, ‘the art of taxa-
tion is the art of plucking the goose so 
as to get the largest possible amount 
of feathers with the least possible 
squealing’ - memungut pajak adalah 
seni ibarat mencabut bulu angsa se-
banyak-banyaknya dengan teriakan 
sekecil-kecilnya. 

Kalau begitu, menguji arah 
pidana pajak merupakan seni 
bagaimana menguji pungutan pa-
jak dengan ragam rumusan pidana 
tetapi bisa dilakukan tanpa perlu 
dipidana (penjara) tetapi cukup pi-
dana denda. Denda menjadi tujuan 
penting supaya negara memperoleh 
uang pajak, untuk tujuan keadilan 
dan kemanfaatan. 

Sikap kritis lainpun muncul 
terhadap rumusan wajib pajak 
yang tidak menyampaikan SPT. 
Bagaimana mungkin setiap per-
buatan ‘tidak menyampaikan SPT’ 
atau ‘menyampaikan SPT tetapi 
isinya tidak benar’, sudah dinilai 
terindikasi pidana? Logika hukum-
nya jelas keliru. Lebih keliru lagi 
ketika mekanisme laporan pajak 
bersifat administratif, ditarik ke 
cara berpikir pidana. 

Konsep itu tentu keliru dan me-
munculkan ketidakpastian dalam 
penegakan hukumnya. Karenanya 
tidak bijak jika kecenderungan 
berpikir mengutamakan pemerik-
saan bukti permulaan, menjadi cara 
berpikir utama (primum remedium) 
dalam penegakan hukum pajak.

Penegakan hukum pajak 
adalah penegakan hukum yang 
rasional, yang menggunakan 
akal sehat sebagai penilaian 

hukumnya. Rasionalisme pa-
jak adalah rasionalisme berpikir 
hukum pada tataran bijaksana. 
Bukan pada rumusan UU yang 
kaku. Rumusan UU pajak adalah 
rumusan (teks) yang lentur, yang 
dirumuskan dengan akal sehat 
serta sikap kritis. 

Kesimpulan
Untuk menyimpulkan pem-

bacaan Pasal 43A UUHPP pada sikap 
kritisnya, maka teks pajak tidak 
harus dibaca secara rigid --terlebih 
mengutamakan penjelasannya. 
Pembacaan teks UU pajak adalah 
pembacaan teks (rumusan) pada 
sikap melakukan penegakan hukum 
untuk tiga kepentingan: kepent-
ingan negara, masyarakat, dan 
kepentingan wajib pajak itu sendiri. 

*) Managing Partner IUSTITIA 
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